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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap

tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya

dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.Dalam suatu kasus

yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang

berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (disparity of

sentencing). 1

Disparitas pidana adalah masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian

kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas putusan

dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana terpadu,

dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat universal

dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan mungkin saja ikut

berpengaruh pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Ia

dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengganggu. Dalam bukunya

Sentencing and Criminal Justice2, Andrew Ashworth mengatakan “the

disparity in the decision could not be released from the discretion of the judge

dropping the criminal in a criminal case”

1https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/, diakses pada 09 Maret
2020, Pukul 09:21 WIB

2Andrew Ashwort, Sentencing anf Criminal Justice (e-book), Fourth Edition, Cambridge
University Press, New York, 2005, hlm. 72.
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Yang bearti“disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim

menjatuhkan pidana dalam suatu perkara pidana”. Di Indonesia, disparitas

pidana juga sering dihubungkan dengan independensi hakim.

Model pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan

sanksi pidana maksimal) juga ikut memberi andil. Dalam menjatuhkan putusan,

hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) menyebutkan hakim wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat

pada diri terdakwa. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas

putusan. Tetapi pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya

disparitas. Misalnya, ada dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan

cara yang sama dan akibat yang hampir sama. Meskipun hakim sama-sama

menggunakan Pasal 362 KUHP, bisa jadi pidana yang dijatuhkan berbeda.3

Namun independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan

tanpa batas. Eva Achjani Zulfa, dalam buku Pergeseran Paradigma

Pemidanaan4 , mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas

kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang

sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran,

masalah disparitas akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal

3https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51fb05211cb47/penggunaan-atau-
dalam-penentuan-sanksi-pidana/, diakses pada 13 Juli 2020, Pukul 06:04.

4 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung,
2011, hlm. 33.
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dan maksimal dalam takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan

peraturan perundang-undangan ikut berpengaruh karena ketiadaan standar

merumuskan sanksi pidana.

Disparitas putusan sejak awal dimungkinkan karena aturan hukum yang

disusun pemerintah dan DPR membuka ruang untuk itu. Menghapuskan sama

sekali perbedaan putusan hakim untuk kasus yang mirip tak mungkin

dilakukan. Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas

dengan cara antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencingguidelines).

Amerika Serikat, Finlandia, Swedia dan Selandia Baru termasuk negara yang

sudah mengadopsi dan menerapkan pedoman pemidanaan tersebut. Hakim-

hakim Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu.

Meskipun berat ringannya pidana menjadi wewenang hakim tingkat pertama

dan banding, tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu

dengan alasan pemidanaan yang tidak proporsional. Penjatuhan pidana yang

proporsional adalah penjatuhan pidana yang sesuai dengan tingkat keseriusan

kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala

nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan

tindak pidananya. Nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat serta budaya

cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat sanksi yang

dipandang patut dan tepat dalam konteks historis tertentu Harkrisnowo5

Penelusuran Harkristuti Harkrisnowo menemukan fakta bahwa asas

proporsionalitas sudah dirumuskan pada kitab-kitab hukum zaman Indonesia

5Harkristut Harkrisnowo, Demi Keadilan, Universitas Indonesia, Depok, 2013,hlm. 12
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kuno. Menurut Eva Achjani Zulfa6, ide tentang penjatuhan pidana yang

proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman

pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus

perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan Sehingga pedoman

pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.

Pedoman pemidanaan itu, kata Asworth7, harus “a strong and restrictive

guideline‟. KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal

14a, Pasal 63- Pasal 71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines

yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu:

kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana,

sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana,

cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan

tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh

pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan

korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan

masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam

penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/

disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan

putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun

membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.

6 Eva Achjani Zulfa, op. cit. hlm. 37-38
7 Asworth, A strong and Restrictive Guideline (e-book), 2005, hlm. 101.
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Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat

pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk

ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada

peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya

atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi

kegagalan dari sistem peradilan pidana. Main hakim sendiri pun menjadi

sesuatu yang lebih baik dan lebih memenuhi rasa keadilan daripada

mengajukan perkara mereka ke pengadilan. Keadaan ini tentu menimbulkan

inkonsistensi putusan peradilan dan juga bertentangan dengan konsep rule of

law yang dianut oleh negara kita, dimana pemerintahan diselenggarakan

berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yakni

institusi peradilan untuk menegakkan hukum, apa jadinya jika masyarakat tidak

lagi percaya pada penegakan hukum di Indonesia. Tidak sampai disitu saja,

konsep equality before the law yang menjadi salah satu ciriNegara hukum pun

masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada, dimana disparitas

pidana tampak begitu nyata dalam penegakan hukum.

Fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak

sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian diberikan

pidana yang berbeda. Antara banyaknya kasus yang kemudian terdapat

banyaknya disparitas, namun pada seluruh pengadilan di Indonesia bahkan di

dunia ini tidak bisa sama sekali meniadakan disparitas pidana. Disparitas pidana

tidak bisa ditiadakan sama sekali karena menyangkut persoalan sampai sejauh
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mana hal itu sebagai akibat yang tidak terelakkan dari kewajiban hakim untuk

mempertimbangkan seluruh elemen yang relevan dalam perkara individu

tentang pemidanaannya8, termasuk juga pada putusan hakim dalam kasus

narkotika mengulas mengenai hukum di indonesia dewasa ini, pemerintah dan

lembaga terkait mempunyai tanggung jawab besar untuk perkembangan produk

hukum di negri ini.

Melalui pemikiran dan pengalaman para pakar hukum terhadap

perkembangan hukum, perundang-undangan, dan kejahatan, baik didalam negri

maupun global maka dengan otomatis seiring berkembangannya modus

kejahtan peraturan undang-undang pun harus relevan dengan perkembangan

kejahatan tersebut agar jeratan hukuman bagai pelaku  kejahatan tersebut dapat

dilaksanakan semaksimal mungkin, agar dapat menekan perkembangan

kejahatan tersebut. Seperti kejahatan Narkotika yang akhir-akhir ini amat sangat

mengkhawatirkan.

Presiden joko widodo mengatakan Indonesia sudah berada dalam posisi

darurat narkotika. Oleh karena itu, dirinya tidak akan memberi ampunan hukum

untuk kasus narkotika. Ada 64 orang yang sudah divonis mati oleh pengadilan,

dan Presiden sampaikan bahwa permohonan grasi untuk kasus narkotika tidak

akan pernah dia berikan9, Sebagai wujud dari keseriusan negara untuk

menangani permasalahan narkotika yang semakin merebak sampai ke pelosok

8https://www.neliti.com/publications/108367/kajian-terhadap-pertimbangan-hakim-
tentang-disparitas-pidana-dalam-kasus-kasus-t, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul
09:21 WIB

9https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/19/ngtsw3-jokowi-sebut-
indonesia-darurat-narkoba-ini-komentar-kapolri, diakses pada 09 Maret 2020, Pukul
09:28 WIB
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negeri, maka aturan yang telah ada sebelumnya yakni UU No. 7 tahun 1997

diperbaharui dengan dibuat dan disahkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang

Narkotika. UU ini, dibagi menjadi 3 jenis golongan yang termasuk kategori

narkotika. Kategori pembagian jenis Golongan Narkotika adalah sebagai

berikut:

1) Golongan I , Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat

antara lain Ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dll;

2) Golongan II, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat

antara lain Morfin, Pertidin dll;

3) Golongan III, Jenis Narkotika yang secara umum dikenal masyarakat

antara lain Kodein, dll10.

Dalam UU ini juga secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja

yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat

disebut Pengguna. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan

perannya masing-masing, yakni:

a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal

1 angka 3 jo Pasal 113);

b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal

1 angka 4 jo Pasal 113);

10https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-
penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/, diakses
pada 09 Maret 2020, Pukul 10:11 WIB
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c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1

angka 5 jo Pasal 113);

d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika

secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115);

e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskusor

Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:

a. Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);

b. Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal

127).

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penggunaan

narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) terbanyak di Indonesia. Badan

Narkotika Nasional (BNN) RI mencatat pengguna narkotika di Jawa Barat

mencapai 5% dari jumlah penduduk. "Ini sudah menjadi yang terbesar

dibandingkan daerah lain di Indonesia, bahkan sebagian besar pengguna

merupakan generasi muda," kata Kepala BNN RI Komjen Pol Heru Winarko11.

Terdapat putusan pengadilan yang cukup menarik di Bandung yang

memutus terkait tindak pidana narkoba dimana terdakwa berstatus sebagai

perantara dalam proses tindak pidana narkotika, menariknya adalah pada

putusan 1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg terdapat pengurangan hukuman dari yang

semestinya padahal bobot kuantitas barang bukti yang di bawa sama sama

11https://kabar24.bisnis.com/read/20190813/16/1136015/jawa-barat-provinsi-dengan-
pengguna-narkoba-terbanyak-di-indonesia, diakses pada 09 Maret  2020, Pukul 09:44
WIB
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golongan I dan lebih banyak dari pada putusan 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg yang

tidak mendapat keringanan. Disparitas antara putusan a dan b di lihat dari

perbuatan pidananya, kesenjangan hukuman antara putusan a dan b ini menurut

penulis menarik untuk di angkat kalau di lihat dan di tinjau dari perbuatan

pidananya hal ini juga berkaitan dengan bagaimana teori teori pemidanaan

dalam aturan aturan hukum positif.

Tabel dibawah ini akan memperlihatkan perbandingan Putusan

1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg dengan Putusan 1202/Pid.Sus/2019/Pn

Bdg.12sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Putusan 1112 Putusan 1202

1. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 6 (enam) tahun.

1. Menjatuhkan pidana terhadap

Terdakwa tersebut dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun.

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap

Terdakwa sejumlah

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 3 ( tiga)

2. Menjatuhkan pidana denda terhadap

Terdakwa sejumlah

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah), dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana penjara selama 2 (dua)

12https://www.mahkamahagung.go.id/ diakses pada diakses pada 09 Maret  2020, Pukul
09:44 WIB
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bulan. tahun.

3. Barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket ganja dalam

kertas nasi warna coklat terdiri dari 13

(tiga belas) paket kecil, 1 (satu) paket

sedang dan 1 (satu) besar yang

dimasukkan dalam kaleng kemasan

kue Wonderland Butter Cookies

berbentuk bulat warna merah dengan

bobot bersih seberat 29,17 gram.

- 1 (satu) bungkus plastik berisik nasi.

- 1 (satu) buah botol plastik bekas vick

formula

- 1 (satu)  buah pipet sedotan plastik

- 1 (satu) buah pipet kaca

- 1 (satu) buah korek api gs

- 1 (satu) buah kaleng biskuit bekas

merk Wonderland Indofood ukuran 3

gr

- 1 (satu) buah kain kantong berwarna

coklat tua

- 1 (satu) unit Handphone merk

3. Barang bukti berupa: Amplop putih

didalam kantong kresek warna putih

bekas isi 1 (satu) paket kecil narkotika

jenis sabu didalam plastik bening

dibalut kertas struk pembayaran

dengan berat keseluruhan sebesar 0,06

gram habis digunakan dalam

pengujian Laboratorium di BPOM

Bandung.
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Samsung warna putih type Galaxy

Pocket Duos 55302

4. Membebani Terdakwa membayar

biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-

(lima ribu rupiah)

4. Membebani Terdakwa membayar

biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah)

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi

mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul “DISPARITAS

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERANTARA

DALAM PERDAGANGAN NARKOTIKA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi rumusan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara

pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika?

2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi

pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi

ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika.
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2. Untuk menganalisis dan mengetahui apa penyebab terjadinya disparitas

penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku perantara perdagangan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan

pengetahuan dan memperluas wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum,

khususnya pengembangan kajian di bidang ilmu hukum pidana baik bagi

penulis maupun bagi para pembaca terkait permasalahan yang diangkat

dalam penulisan skrispi ini. Serta sebagai sumbangan pemikiran bagi para

peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukkan

dan wawasan pikiran, serta menjadi salah satu bahan acuan bagi aparat

penegak hukum untuk mencari solusi dan menciptakan upaya penegakan

hukum yang efektif dalam mengatasi masalah tindak pidana narkotika dan

lainnya

E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan  hukum  pidana, sehingga agar tulisan

dapat terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas,

maka ruang lingkupnya dibatasi mengenai keputusan hakim terhadap pelaku

tindak pidana perantara perdagangan narkotika.
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F. Kerangka Teori

Teori yang di gunakan dalam skripsi meliputi:

1. Teori Pemidanaan

A. Teori Absolut atau Pembalasan (retributive)

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu

kejahatan atau tindak pidana (quia peccatum est).Penganut teori ini

adalah :

1) Immanuel Kant (Philosophy of Law)

Seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan

kejahatan     (Kategorische Imperiatief)

2) Hegel

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari

adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap

ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-

susila, maka pidana merupakan Negation der Negation

(pengingkaran terhadap pengingkaran).

B. Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian)

Penjatuhan pidana tidak untuk memuaskan tuntutan absolut

(pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana

untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :
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1) Teori perlindungan masyarakat (the theory of social defence ;

atau

2) Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan) ;atau

3) Teori tujuan (utilitarian theory), pengimbalan mempunyai

tujuan tertentu yang bermanfaat.

Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (orang berbuat

kejahatan) melainkan ne peccetur (agar orang tidak melakukan

kejahatan).

Seneca, seorang filosofis Romawi, Nemo prudens punit quia

peccatum est, sed ne peccetur (No reasonable man punishes

because there has been a wrong doing, but in order that there

should be no wrong doing : Tidak seorang pun layak dipidana

karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana

agar tidak ada perbuatan jahat).

Tujuan Pidana untuk pencegahan kejahatan :

1) Prevensi spesial / pencegahan spesial (special deterrence)

Pengaruh pidana terhadap terpidana (Bedakan : tersangka,

terdakwa, terpidana, narapidana)

2) Prevensi general / pencegahan umum (general deterrence)

Pengaruh pidana / pemidanaan terhadap masyarakat pada

umumnya.
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C. Teori Gabungan

Pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh

melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan

adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai

tujuan pidana. Penganut teori ini : Pellegrino Rossi, Binding,

Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling13

2. Teori Penyertaan (Deelneming)

Penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/

terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan

melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.

Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana,

perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian

juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak

pidana. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu

terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya dimana perbuatan yang

satu menunjang perbuatan yang lain, yang semuanya mengarah pada satu ialah

terwujudnya tindak pidana.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai

berikut:

13https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2011/05/teori-teori-pemidanaan.html,
diakses pada 09 Maret 2020, Pukul 12:43 WIB
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a) Orang yang melakukan (pleger), orang yang sendirian telah berbuat

mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.

b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedikitnya ada dua

orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi

bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia

menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

c) Orang yang turut melakukan (medepleger), Sedikitnya harus ada dua

orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut

melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua

orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan

anasir atau elemen dari tindak pidana itu.

d) Orang yang sengaja membujuk (uitlokker), Orang yang dengan sengaja

membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan

memberikan sesuatu, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh,

kekerasan, ancaman dan tipu daya.

e) Orang yang membantu melakukan (medeplichting), Orang membantu

melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum

(jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan14.

14https://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html diakses pada 09
Maret 2020, Pukul 12:52 WIB
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3. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam

persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan

Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara

di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukumtetap. Berlandaskan pada

visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan

perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural

hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan

tujuan menyelesaikan perkara.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum,

yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

peristiwayang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian

lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari

surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang

pengadilan.

Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas

atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam Undang-undang ini.Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilanselain harus memuat alasan-alasan dan dasar-

dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis

yang dijadikan dasar untuk mengadili.Tiap putusan pengadilan

ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan

panitera yang ikut serta bersidang.

2. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-

berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan

panitera.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana

menurut Jhony Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normative

menambahkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk

menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dalam rangka menjawab

suatu isu hukum.15

15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007, hlm.35
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2. Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan yang coba penulis gunakan. Antara lain

pendekatan pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan perbandingan

(comparative approach). terkait pendekatan kasus atau case approach tentu

tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan atau latar belakang hukum (ration

decidendi) oleh hakim dalam rangka mengeluarkan suatu putusannya.16 Dalam

hal ini Putusan1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg dan 1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg.

Kemudian, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan. Tentu

pendekatan ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan penulis untuk mengkaji

perbandingan hukum baik secara sistemnya, maupun dari substansi normanya.

Sebagaimana menurut Gutteridge bahwa penelitian dengan pendekatan

perbandingan merupakan suatu metode studi dan perbandingan hukum.

Perbandingan hukum tidak terbatas hanya pada aktivitas membandingkan

hukum suatu negara dengan negara lainnya. Namun, mencakup pula dalam hal

membandingkan bagaimana putusan-putusan pengadilan yang satu dengan yang

lainnya untuk masalah yang sama dan relevan. Tentu hal ini linear bagi

kepentingan penulisan, mengingat terdapat lebih dari satu pengadilan yang

memberikan putusan terkait permasalahan yang penulis angkat.

3. Bahan Hukum

Mengingat penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif,

bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah bahan hukum primer, sekunder,

serta tersier yang terdiri dari:

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2007,hlm. 158



31

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang memiliki karakterisitik autoritatif atau

dalam bahasa lain memiliki otoritas. Dalam hal ini, yang menjadi

bahan hukum primer meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

1112/Pid.Sus/2019/Pn Bdg;

4) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor

1202/Pid.Sus/2019/Pn Bdg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari

buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip

dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana dengan

kualifikasi tinggi. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan

hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum,

yang tentunya muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang

aktual dan relevan terkait hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang

yang berisi petunjuk-petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari
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peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan ensiklopedia

hukum. Dan diluar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik. 17

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan penulis antara lain dimulai dari mengumpulkan,

mengidentifikasi, melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-

undangan. Melakukan penelitian dengan bahan-bahan pustaka, kemudian

memilih bahan-bahan yang mengandung perspektif yang berbeda dan relevan

terkait permasalahan yang diteliti penulis

5. Teknik Analisis dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terkait bahan-bahan hukum yang telah lebih dulu dilakukan

dengan kajian identifikasi, kemudian disusun dan diinventarisirkan dan

diolahmelalui metode penafsiran hukum, yakni metode yang dipakai dalam

rangka menganalisis dan melakukan pengambilan kesimpulan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan dengan logika

berpikir atau metode deduktif, dimulai dari penalaran yang berlaku umum

sampai ke masalah konkrit yang dihadapi.18 Aturan-aturan umum ini dijabarkan

17 Rahmad Baro, Penelitian Hukum Doctrinal, Makassar:: Indonesia Prime. 2017, hlm.
117.

18 Beni Ahmad  Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung:Pustaka Setia, 2009.
hlm.111.
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dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan

disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam

penelitian ini.
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